KOMISI| PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : BEAUTY DEITJE ELISABETH SIMATAUW
NIK : 5313056012750001

Lembaga . MAHKAMAH AGUNG

Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI KUPANG

Sub Unit Kerja : PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO

Jabatan : KETUA
Jenis Laporan : Periodik - 2019
Tanggal Kirim . 28 Januari 2020

Catatan Hasil Verifikasi Administrasi:

Vv Lengkap

Tidak Lengkap

‘) Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah melalui proses verifikasi administrasi.

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk go.id | https://elnkpn.kpk.go.id

Emall ini d|k1r|m secara otomatis oleh sistem e- LHKPN dan anda tldak peﬁu membalas emall ini.

Tanggal Verifikasi : 2020-02-05 10:16:02



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama . ROSIHAN LUTHFI

NIK » 3525141301770001

Lembaga . MAHKAMAH AGUNG

Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI KUPANG

Sub Unit Kerja : PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO

Jabatan . HAKIM
Jenis Laporan : Periodik - 2019
Tanggal Kirim : 14 Januari 2020

Catatan Hasil Verifikasi Administrasi:

Vv Lengkap

Tidak Lengkap

*) Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah meialui proses verifikasi administrasi.

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2020-01-24 16:13:45



LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama
NIK

Lembaga

Unit Kerja
Sub Unit Kerja
Jabatan

Jenis Laporan

Tanggal Kirim

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi

Ja

TAN

. ADITYA NURCAHYADI PUTRA

karta 12950

DA TERIMA

3578151411890002

MAHKAMAH AGUNG

PENGADILAN

TINGGI KUPANG

PENGADILAN

NEGERI ROTE NDAO

HAKIM

Khusus - Awal

Menjabat

3 September 2

020

Catatan Hasil Verifikasi Administrasi:

v Lengkap

Tidak Lengkap

*) Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah melalui proses verifikasi administrasi.

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Tanggal Verifikasi : 2020-10-13 08:13:09



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : FIKRINUR SETYANSYAH

NIK : 3578142105920003

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI KUPANG

Sub Unit Kerja : PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO

Jabatan : HAKIM
Jenis Laporan  : Khusus - Awal Menjabat
Tanggal Kirim : 3 September 2020

Catatan Hasil Verifikasi Administrasi:

v Lengkap

Tidak Lengkap

‘) Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah melalui proses verifikasi administrasi.

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Emall ini d|k|r|m secara otomatls oIeh sistem e-LHKPN dan anda tldak pertu membalas emall ini.

Tanggal Verifikasi : 2020-10-13 08:12:50



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

JI Kuningan Persada Kav 4 Setjat

Jakarta 1205(

TANDA TERIMA

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama SDTNIAL KAUSE

NIK - 5302021303650001

Lembaga 'I'f.diklj@l\:‘IAH AG_LJN(_} -
Unit Kerja PENGADILAN TINGGI KUPANG

Sub Unit Kerja : PENGADILAN NEGERISOE

Jabatan . PANITERA MUDA PIDANA
Jenis Laporan . Periodik - 2019
Tanggal Kirim : 6 Februari 2020

Catatan Hasil Verifikasi Administrasi

) Lengkar

Tidak Lengkap

") Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah meialui proses venfikas) administrasi

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpr @WKpk go.id | hitps /felhkpn. kpk.go.id

Email

ni dikinm secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda t dak perlu membalas email in




KOMIS| PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
Ji. Kuningan Persada Kav. 4. Setiabudi
Jakarta 12050

TANDA TERIMA

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : CHARLES O. FINMETA

NIK : 8371022210700003

Lembaga 1 MAHKAMAH AGUNG

Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI KUPANG

Sub UnitKerja : PENGADILAN NEGER! ROTE NDAO

Jabatan : SEKRETARIS

Jenis Laporan  ; Periodik - 2019

Tanggai Kirim  : 24 Januan 2020

Catatan Hasit Verifikaai Administrasi

V | Lengkap

Tidak Lengkap

* Lambar ini adaiah bukti resmi penyampaian LHKPN ssielah mefalifi proses verfikasi adminisras,

Direktorat PP LHKPN | Cail Centar: 198 | email: eihkpn@kpk.go.id | hittps:fielhkpn.kpk.go.id

........................................................................................................................................

Email ini dikirim secara olemalis oieh sistem &LHKPN den anda tidak periu membalas email ini.




KOMIS| PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama . ADRIANI KAROLINA

NIK - 5371046002810007

Lembaga - MAHKAMAH AGUNG

Unit Kerja - PENGADILAN TINGGI KUPANG

Sub Unit Kerja : PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO

Jabatan - PANITERA MUDA PIDANA
Jenis Laporan . Periodik - 2019
Tanggal Kirim . 27 Januari 2020

Catatan Hasil Verifikasi Administrasi:

\'s Lengkap

Tidak Lengkap

*) Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah melalui proses verifikasi administrasi

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email. elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Venfikas: : 2020-03-03 11.28:23



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : MELIANUS YANTO LANKARI
NIK . 5371020905860002

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI KUPANG

Sub Unit Kerja : PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO

Jabatan . PANITERA PENGGANTI
Jenis Laporan : Periodik - 2019
Tanggal Kirim » 24 Januari 2020

Catatan Hasil Verifikasi Administrasi:

v Lengkap

Tidak Lengkap

*) Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah melalui proses verifikasi administrasi.

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2020-02-03 15:04:10



lr_

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama
NIK

Lembaga

Unit Kerja
Sub Unit Kerja
Jabatan

Jenis Laporan

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

JI. Kuningan Persada Kav. 4 Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA

FEBRIYANTI MELANIA JEHALU

5371016002880002

MAHKAMAH AGUNG

PENGADILAN TINGGI KUPANG

PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO

PANITERA MUDA PERDATA

Periodik - 2019

‘) Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKFN setelah melalui proses verifikasi administrasi

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | hitps://elnkpn kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini

Tanggal Kirim 27 Januari 2020
Catatan Hasil Verifikasi Administrasi: E' E
== e

v Lengkap F

Tidak Lengkap

Tanggal Verifikasi - 2020-02-05 13:07 39



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : JOHN YERSI TIMNENO

NIK : 5311010611760003

Lembaga . MAHKAMAH AGUNG

Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI KUPANG

Sub Unit Kerja : PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO

KEPALA SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI,

Jabatan

DAN TATA LAKSANA
Jenis Laporan : Periodik - 2019
Tanggal Kirim : 20 Januari 2020

Catatan Hasil Verifikasi Administrasi:

v Lengkap

Tidak Lengkap

*) Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKFPN setelah melalui proses verifikasi administrasi.

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Tanggal Verifikasi : 2020-04-21 06:41:10



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : LEA YULIANA ODJA LANOE
NIK : 5304126501850004

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Unit Kerja . PENGADILAN TINGGI KUPANG

Sub Unit Kerja : PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO

Jabatan . PANITERA PENGGANTI

Jenis Laporan : Periodik - 2019

Tanggal Kirim : 28 Januari 2020

Catatan Hasil Verifikasi Administrasi: |-E.'°‘ E
v Lengkap —

Tidak Lengkap :.E il:'.-

*) Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah melalui proses verifikasi administrasi

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Emall ini dikirim secara otomatis oleh sistem e—LHKPN dan anda ttdak periu membalas emall ini.

Tanggal Verifikasi : 2020-08-11 08:31:49



Bhkpn

nrirsn fe Musob

FORMULIR PERMOHONAN

AKTIVASI PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING LHKPN*)

NIK

NAMA LENGKAP

TEMPAT / TANGGAL LAHIR
JENIS KELAMIN
NIP/NRP/NOMOR PEGAWAI
INSTANSI

UNIT KERJA

SUB UNIT KERJA

JABATAN

ALAMAT EMAIL

TULIS ULANG ALAMAT EMAIL

(Diisi oleh Penyelenggara Negara)

A3C22 151508 A0 coo
Dimas |NDRA SwADINA
BojoVEGeRO / 1S AGusTus 1990

i @ Laki-laki O Perempuan

199¢081S 1o [FIL102
SMAHEAMAH AL UNG

PENEADILAN TIMee! kuPAXG
PeEwvoapiLar MNeeeRl RoTE Apao
HAkIM

dimasindratwadanaa @ qrma | Com

dimasindretwadanaa éjﬂ\a. |.com

NOMOR HP @S2l

Penyelenggara Negara, selanjutnya disebut PN, adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif,
legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan
negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Komisi Pemberantasan Korupsi, selanjutnya disebut KPK adalah lembaga berdasarkan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk
melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

Aplikasi e-Filing LHKPN adalah sistem informasi yang merupakan subbagian dari Aplikasi e-LHKPN yang
digunakan oleh PN untuk mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara (LHKPN) secara online
melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak browser pada komputer melalui alamat
elhkpn.kpk.go.id.

Username adalah identitas unik merujuk pada NIK yang dimiliki oleh setiap PN vyang harus
dicantumkan/diinput dalam setiap penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN.

Password adalah identifikasi pribadi yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh PN serta harus
dicantumkan/diinput oleh PN pada saat menggunakan Aplikasi e-Filing LHKPN.

PN mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN yang
dapat diperoleh di Kantor KPK, diunduh dari situs kpk.go.id dan elhkpn.kpk.go.id atau dari Pengelola LHKPN di
lingkungan Instansi tempat PN berdinas.

Bagi PN yang memiliki pasangan yang juga berkedudukan sebagai PN maka masing-masing tetap mengisi
Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN. Dengan demikian, masing-masing akan
memperoleh Username dan Passwaord yang berbeda.

PN harus memiliki nomor HP dan alamat email yang aktif

PN telah mendapatkan Username dan Passward dari KPK untuk keperiuan aktivasi di situs e-Filing LHKPN.

Keterangan *| Penyelenggara Negara Wajib melampirkan Fotokopi KTP

>

Halaman 1 dari 4



5

=

a. PN dapat menggunakan Aplikasi e-Filing LHKPN untuk mendapatkan informasi dan/atau melakukan aktivitas
elektronik yang telah ditentukan oleh KPK.

b. Pada saat pertama kali menggunakan Aplikasi e-Filing LHKPN, PN diharuskan melakukan aktivasi akun dengan
mengklik tautan (link) yang telah dikirimkan oleh KPK ke alamat email yang didaftarkan oleh PN. Tautan ini
akan mengarahkan PN ke halaman Login di Aplikasi e-Filing LHKPN.

¢ Untuk Login pertama kali, PN diminta untuk memasukan Username dan Password yang telah dikirimkan oleh
KPK melalui alamat email yang telah didaftarkan oleh PN.

Setelah berhasil Login, Aplikasi e-Filing LHKPN akan mengarahkan PN untuk mengganti Password.

e Untuk setiap penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN:

1) PN wajib memastikan ketepatan pengisian data LHKPN dan kelengkapan dokumen pendukung sesuai
dengan petunjuk pengisian LHKPN secara online. KPK tidak bertanggung jawab terhadap segala akibat
apapun yang mungkin timbul dari kelalaian, ketidaklengkapan, ketidakjelasan atau ketidaktepatan
pengisian data LHKPN oleh PN.

2) Setelah selesai mengisi LHKPN, PN dapat kembali melakukan pengecekan dan/atau mengubah isian data
LHKPN sebelum mengirimkan kepada KPK dengan mengklik tombaol Submit.

3) Selanjutnya PN akan memperoleh One Time Password (OTP) yang akan dikirimkan ke nomor HP yang
telah didaftarkan PN, sebagai otarisasi pengiriman LHKPN secara online dan bukti bagi KPK bahwa PN
yang bersangkutan sebagai pemilik Username.

f. Data LHKPN yang telah dikirimkan melalui Aplikasi e-Filing LHKPN dengan menggunakan Username dan
Password akan dicatat oleh database KPK sebagai Data LHKPN vang telah terotorisasi, diketahui dan disetujui
oleh PN selaku pemilik Username.

g- KPK menerima dan mengolah data LHKPN dari PN sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku di KPK.

h. PN mengetahui dan menyetujui bahwa:

1) dengan menggunakan Aplikasi e-Filing LHKPN, semua aktivitas elektronik dari PN yang antara lain terdiri
atas pengisian data, pengiriman data, otorisasi data, komunikasi email, disimpan secara elektronik dalam
database KPK.

2) Semua bentuk korespondensi dan pengiriman data secara timbal balik melalui alamat email resmi KPK
antara lain di elhkpn@kpk.go.id dan alamat email PN yang didaftarkan dapat dituangkan dalam bentuk
dokumen elektronik maupun dokumen tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian.

i KPK berhak menghentikan Aplikasi e-Filing LHKPN untuk sementara waktu maupun untuk jangka waktu
tertentu yang ditentukan oleh KPK untuk keperluan pembaharuan, pemeliharaan atau untuk tujuan lain
dengan alasan apapun yang dianggap baik oleh KPK. Untuk itu KPK tidak bertanggung jawab atas segala
konsekuensi yang timbul atas penghentian sementara Aplikasi e-Filing LHKPN kepada siapapun.

- i ASmn el WRELde L =t l- ‘.'.'A_

e : el b X =

1. Username dan Password merupakan kode yang bersifat rahasia dan penggunaannya melekat pada PN.
Username bersifat tetap dan tidak dapat diubah kembali, seda ngkan Password dapat diubah sesuai kebutuhan
PN di Aplikasi e-Filing LHKPN.

2. PN wajib mengamankan Password dengan cara:

a. tidak memberitahukan Password kepada orang lain

b. tidak mencatatkan Password pada kertas atau media lainnya yang memungkinkan diketahui arang lain.
c.  melakukan aktivasi dan mengganti Password sesegera mungkin setelah dikirimkan oleh KPK.

d. mengganti Password secara berkala.

3. Dalam hal PN mengetahui atau menduga Username dan Password telah diketahui dan/atau disalahgunakan
oleh orang lain yang tidak berwenang maka PN wajib segera melakukan tindakan pengamanan dengan
mengganti Password. Apabila karena satu dan lain hal PN tidak dapat mengganti Password maka PN wajib
memberitahukan secara tertulis kepada KPK.

4. Sebelum diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 oleh KPK maka seluruh aktivitas
elektronik atas penggunaan Username dan Password milik PN sepenuhnya menjadi tanggung jawab PN.

>

Fdmi 10 Halaman 2 dari 4



1. Akses Aplikasi e-Filing LHKPN akan dihentikan oleh KPK zpahila:
a. PN meninggal dunia;
b. PN tidak mengingat informasi Username, Possword dan alamat email vang didaftarkan;
c. diterimanya laporan tertulis dari PN mengenai dugaan atau diketahuinya penggunaan lsernome dan
Password oleh pthak {ain yang tidak berwenang;
d. ¥PK melaksanakan suaty keharusan sesua) ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
e. terdapat sebab-sebab lainnya dikarenakan kendala teknis,
2 Untuk melakukan aktivasi kembaii, PN hatus menghubungi Pengelola LHKPN di lingkungan instansi tempat PN
berdinas atau KPK untik melakukan pendaftaran ularg

Pernyataan ni merupakan kebijakan KPK mengenai akses PN ke Aplikasi e-Filing LHKPN. Penandatanganan
Formulir ini dan penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN olel PN menunjukkan bahwa PN telah menerima dan
mengetahui pernyataan sebagaimana o bawah ini.

Tidak Ada Jaminan

Walaupun kehati-hatian telah diterapkan dalam menyiapkan intormasi dan materi yang terkandung dalam
Aplikasi e-Filing LHKPN, namun informasi dan mater: disampaikan kepada PN dalam keadaan “sebagarmana
adanya”, tanpa jaminan apapun, baik secara tegas atau tersirat, terutama tidak ada pembenan jaminan atas tidak
adanya pelanggaran keamanan, pelanggaran hak atau terbebas dari virus kamputer.

Pengungkapan Informasi

KPK tidak akan mengurngkapkan informasi dan/atau data mengenai PN selain untuk kepentingan pengomuman
harta kekayaan kepada publik dengan memperhatikan prinsip keterbukaan informasi publik.

Pengaksesan Aplikasi e-Filing LHKPN dari Tautan Situs Lainnya

Apabila PN mengakses e-Filing LHKPN dari tautan (fink} dalam situs l2:nnya maka KPK tidak bertanggung jawab
atas kebijakan hak pribadi {privocy policy) atau isi dan situs tersebut.

Komunikasi Internet

KPK tidak bertanggung jawab dengan cara apapun atas setiap kerugian yang dialami aleh PN, baik langsung
maupun tidak langsung akibat komunikasi internet yang terhenti sementara yang diakibatkan ofeh transmisi
terputus, transmisi tertunda dikarenakan lalu lintas internet, transmisi data yang tidak tepat sehubungar dengan
sifat publik dari internet dan/atau alasan lainnya.

NI, nomor HP dan alamat email yang dicantumkan di bawah in akar didaftarkan oleh XPK ke dalam Aplikasi
e-Filing LHKPN dan akan dipergunakan sebagai sarana aktivasi dan otorisasi dalam rangka pelaksanaan kewajiban
terkait penyampaian laperan harta kekayaan melahs Aplikasi e-Filing LHKPN.

NiK COASLLIC IS edgo e
NOMOR HP ComrsaierPed
ALAMAT EMAIL D dimasindraswadanaa @qmanl corn

P of PN
-
/
i

Fdue LB Halaman 3 dari 4



Dengan ini saya mengajukan permohonan aktvasi penggunaan e-Filing LHKPN dengan mendaftarkan nomor HP
dan alamat emait sebagaimana tercantum pada Angks 8 di atas. Berkensan dengan permohonan di atas,
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

a.

telah mengisi data di atas dengan benar, lengkap dan tepat dan saya memaham: bahwa KPK berwenang untulk
memeriksa dan melakukan verifikasi atas kebenaran, kelengkapan dan ketepatan dari setiap data dan
informasi yang tersebut dalam Formubir ini;

siap untuk melakukan aktrwitas elektronik dengan KPK dalam rangka pelaksanaan kewajiban penyampaian
LHKPN melalui Aplikasi e-Filing LHKPN;:

menjamin bahwa nomor HF dan alamat email yang didaftarkan tetap aktif:

akan rmenjaga kerahasiaan dan keamanan Usernome, Password, OTP dan/atau kode keamanan elektronik
fainnys serts bertanggung jawab peruh atas segala kerugian yang muncu! dikarenakan saya membuka
kerahasiaan tersebut kepada pihak lain;

telah memperoleh informasi yang laysk dan cukup mengenai penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN dan saya
telah mengetahul serta menyadan sepenuhnya akan hak dan kewasjiban serta segala akibat penyarmipaian
LHKPN secara elektronik melalui eibkpn kpk goad.

Demikian formulir permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

V)aﬂft e s
psNﬁL&NGGARA NEGARA,
)/
Q'fbeé.[{_._‘.’.(_f‘f'.....5.?.‘.‘.’?‘?‘.9?.",? ............. }
Hasil Verifikasi Permohonan: Petugas Venfikasx,
Lengkap NaMa
Beium Lengkap NIP/NRP/NPP
Asal Instansi e e e e e e et n e aaa s
Tel Verifikasi i e
CATATAN:
1. Penyelenggara Negara wajib menyimpan satu rangkap fotokepr formulir ini sebogai arsip,
2. Unt Pengelcla LHKPN yang teloh terbentuk juga dopat melokukan verifikas: terhadap formudir ini dengan

ruang fingkup verifikasi:

a. kelengkapan dan ketepatan isian pada Angka 1 dan &;

b, Penyelenggara Negaro telah membububkon paraf di setiap koiom paraf yang tersedia;

¢ Penyelenggara Negaro teloh melampirkan dokumen pendukung formuliv ini.

Apobila seluruh huruf a s.d ¢ telah dipenuhi maka formulir ini dagat dinyatakan fengkap. Dalam hal hasit
verifikosi menyatakan bahwo formulic belum lengkap maka Penyelenggore Negaro wajib memenuhi
kekuranglengkaopan sampai dengon formulir dinyatakan fengkap.

Dalam hal formulic i teloh diverifikasi dan dinyatakan lengkap ofeh Unit Pengeiola LHKPN di instansi, harap
agar Unit Pengelola [HKPN terkalt mengirimkan formulir asli ini kepoda KPK dan menyimpan satu rangkap
fotokopi formulir sebogai arsip.
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FORMULIR PERMOHONAN

AKTIVASI PENGGUNAAN APLIKASI e-REGISTRATION LHKPN *)
(Diisi oleh Admin Instansi / Admin Unit Kerja)

NIK

NAMA LENGKAP

TEMPAT / TANGGAL LAHIR
JENIS KELAMIN
NIP/NRP/NOMOR PEGAWAI
INSTANSI

UNIT KERJA

SUB UNIT KERJIA

JABATAN

ALAMAT EMAIL

TULIS ULANG ALAMAT EMAIL
NOMOR TELEPON

NOMOR HP

© wupora /1

*Beri tands sitang (x) pada satah satu kotak
530422 4(| 284 OCO
HERLmwDA TAC(WV SH

Oesember (a4
® Laki-laki v Perempuan
198412101 2014u3 a2 OO%

Mank AMAHY  AgoNGE W
FENEADILAN NECER) ROTE NDLO
KePan (TEQ AL PEQDATA
PANITERA PENGBANTH

lirda  fooun € gwan tomn
linda  toocun € Hval mm

C3! 246 ACS 452

DASAR PENUNJUKAN

03\ 234G 4us A4S A

: Nomor SK 3| /07U / 5%/ kPe4 S/ | /203D

Tanggal SK 3} jarcon 2020

Penyelenggara Negara, selanjutnya disebut PN, adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif,
legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan
negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Komisi Pemberantasan Korupsi, selanjutnya disebut KPK adalah lembaga berdasarkan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk
melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

Aplikasi e-Registration LHKPN adalah sistem informasi yang merupakan subbagian dari Aplikasi e-LHKPN yang
digunakan oleh Admin Instansi / Admin Unit Kerja untuk mengelola data kepegawaian PN secara online
melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak browser pada komputer melalui alamat
elhkpn.kpk.go.id.

Administrator KPK, selanjutnya disebut sebagai Admin KPK adalah pejabat/pegawai KPK yang ditunjuk oleh
KPK untuk mengelola Aplikasi e-LHKPN.

Administrator Instansi, selanjutnya disebut sebagai Admin Instansi adalah pejabat/pegawai yang ditunjuk
oleh Pimpinan Instansi untuk mengelola Aplikasi e-Registration LHKPN di lingkungan instansinya.
Administrator Unit Kerja, selanjutnya disebut sebagai Admin Unit Kerja adalah pejabat/pegawai yang ditunjuk
oleh Pimpinan Instansi untuk mengelola Aplikasi e-Registration LHKPN di lingkungan unit kerjanya pada
masing-masing instansi.

Username adalah identitas unik merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh KPK yang dimiliki oleh setiap
Admin Instansi / Admin Unit Kerja yang harus dicantumkan/diinput dalam setiap penggunaan Aplikasi
e-Registration LHKPN.

Password adalah identifikasi pribadi yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh Admin Instansi / Admin
Unit Kerja serta harus dicantumkan/diinput oleh Admin Instansi / Admin Unit Kerja pada saat menggunakan
Aplikasi e-Registration LHKPN.

Keterangan *) Admin Instansi / Admin Unit Kerjo wajib melampirkan:

1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi SK Penunjukan/Surat Tugas sebagai Admin instansi / Admin Unit Kerja

Puowaf Adan iedw /
Admn Ui Kergo
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a. Admin Instansi / Admin Unit Kerja telah memiliki Surat Keputusan atau Surat Tugas penunjukkan sebagai
Admin Instansi / Admin Unit Kerja yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di ingkungan instansinya.

b. Admin Instansi / Admin Unit Kerja mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan

Aplikasi e-Registration LHKPN yang dapat diperoleh di KPK, diunduh dari situs kpk.go.id dan elhkpn.kpk.go.id

atau dari Pengelola LHKPN di lingkungan Instansi tempat Admin Instansi / Admin Unit Kerja berdinas.

Admin Instansi / Admin Unit Kerja harus memiliki nomor HP dan alamat email yang aktif.

d. Admin Instansi / Admin Unit Kerja telah mendapatkan Username dan Password dari KPK untuk keperiuan
aktivasi di situs e-Registration LHKPN.

n

a. Admin Instansi / Admin Unit Kerja dapat menggunakan Aplikasi e-Registration LHKPN untuk mendapatkan
informasi dan/atau melakukan aktivitas elektronik yang telah ditentukan oleh KPK.

b. Pada saat pertama kali menggunakan Aplikasi e-Registration LHKPN, Admin Instansi / Admin Unit Kerja
diharuskan melakukan aktivasi akun dengan mengklik tautan (link) yang telah dikinmkan oleh KPK ke alamat
email yang didaftarkan oleh KPK / Admin Instansi. Tautan ini akan mengarahkan Admin Instansi / Admin Unit
Kerja ke halaman Login di Aplikasi e-Registration LHKPN.

c. Untuk Login pertama kali, Admin Instansi / Admin Unit Kerja diminta untuk memasukan Username dan
Password yang telah dikirimkan oleh KPK melalui alamat email yang telah didaftarkan oleh Admin Instansi /
Admin Unit Kerja.

d Setelah berhasil Login, Aplikasi e-Registration LHKPN akan mengarahkan Admin Instansi / Admin Unit Kerja
untuk mengganti Password.

e. Untuk setiap penggunaan Aplikasi e-Registration LHKPN:

1) Admin Instansi / Admin Unit Kerja wajib memastikan ketepatan pengisian atau perubahan data PN yang
telah didaftarkan telah sesuai dengan petunjuk pengisian atau perubahan data PN yang didaftarkan
secara online. KPK tidak bertanggung jawab terhadap segala akibat apapun yang mungkin timbul dari
kelalaian, ketidaklengkapan, ketidakjelasan atau ketidaktepatan pengisian data tersebut oleh Admin
Instansi / Admin Unit Kerja.

2) Admin Instansi wajib melakukan verifikasi data PN yang telah diinput baik oleh Admin Instansi maupun
Admin Unit Kerja.

f. KPK menerima dan mengolah data kepegawaian dari Admin Instansi / Admin Unit Kerja sesuai dengan
ketentuan prosedur yang berlaku di KPK.

g Admin Instansi / Admin Unit Kerja mengetahui dan menyetujui bahwa:

1) dengan menggunakan Aplikasi e-Registration LHKPN, semua aktivitas elektronik dari Admin Instansi /
Admin Unit Kerja yang antara lain terdiri atas pengisian data, pengiriman data, otorisasi data, komunikasi
email, disimpan secara elektronik dalam database KPK.

2) semua bentuk korespondensi dan pengiriman data secara timbal balik melalui alamat email resmi KPK
antara lain di elhkpn@kpk.go.id dan alamat email Admin Instansi / Admin Unit Kerja yang didaftarkan
dapat dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik maupun dokumen tertulis yang memiliki kekuatan
pembuktian.

h. KPK berhak menghentikan Aplikasi e-Registration LHKPN untuk sementara waktu maupun untuk jangka waktu
tertentu yang ditentukan oleh KPK untuk keperluan pembaharuan, pemeliharaan atau untuk tujuan lain
dengan alasan apapun yang dianggap baik oleh KPK. Untuk itu KPK tidak bertanggung jawab atas segala
konsekuensi yang timbul atas penghentian sementara Aplikasi e-Registration kepada siapapun.

Para’ Admn indon
Ay (it Lov
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Nomor HP dan alamat email yang dicantumkan di bawah ini akan didaftarkan oleh KPK ke dalam Aplikasi
e-Registration LHKPN dan akan dipergunakan sebagai sarana aktivasi dan otorisasi dalam rangka pelaksanaan
kewajiban terkait penyampaian laporan harta kekayaan melalui Aplikasi e-Registration LHKPN.

NOMOR HP . 03! a4l qos ASa

ALAMAT EMAIL : \infa tacuo @ gwai - mowmn

Dengan ini saya mengajukan permohonan aktivasi penggunaan e-Registration LHKPN dengan mendaftarkan
nomor HP dan alamat email sebagaimana tercantum pada Angka 8 di atas. Berkenaan dengan permohonan di
atas, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

n

telah mengisi data di atas dengan benar, lengkap dan tepat dan saya memahami bahwa KPK berwenang untuk
memeriksa dan melakukan verifikasi atas kebenaran, kelengkapan dan ketepatan dan setiap data dan
informasi yang tersebut dalam Formulir ini;

siap untuk melakukan aktivitas elektronik dengan KPK dalam rangka pelaksanaan kewajiban penyampaian
LHKPN melalui Aplikasi e-Registration LHKPN;

menjamin bahwa nomor HP dan alamat email yang didaftarkan tetap aktif;

akan menjaga kerahasiaan dan keamanan Username, Password, token dan/atau kode keamanan elektronik
lainnya serta bertanggung jawab penuh atas kerugian yang muncul dikarenakan saya membuka kerahasiaan
tersebut kepada pihak lain;

telah memperoleh informasi yang layak dan cukup mengenai penggunaan Aplikasi e-Registration LHKPN dan
saya telah mengetahui serta menyadari sepenuhnya akan hak dan kewajiban serta segala akibat penyampaian
LHKPN secara elektronik melalui elhkpn.kpk.go.id.

Demikian formulir permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

*Coret yang tidak periu

Hasil Verifikasi Permohonan: Petugas Verifikasi,
Lengkap Nama e i ke 3 A AN ES S e Srn vma s s S o i &
Belum Lengkap NIP/NRP/NPP O et s err Oy SR B e ——
Asal Instansi o s IR e B
TRIVerifikasi . s e
CATATAN:
1. Admin Instansi / Admin Unit Kerja wajib menyimpan satu rangkap fotokopi formulir ini sebagai arsip.

2 Unit Pengelola LHKPN yang telah terbentuk juga dapat melakukan verifikasi terhadap formulir ini dengan ruang

Edm 10

lingkup verifikasi:

o. kelengkapan dan ketepatan isian pada Angka 1 dan 8;

b. Admin Instansi / Admin Unit Kerjo telah membubuhkan paraf di setiap kolom paraf yang tersedia;

¢. Admin instansi / Admin Unit Kerja telah melampirkan dokumen pendukung Formulir ini.

Apabila seluruh huruf a 5.d ¢ telah dipenuhi maka formulir ini dapat dinyatakan lengkap. Dalam hal hasil verifikasi
menyatakan bahwa formulir belum lengkap maka Admin Instansi / Admin Unit Kerjo wajib memenuhi
kekuranglengkapan sampai dengan formulir dinyatokan lengkap.

Dalam hal permohonan ini telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap oleh Unit Pengelola LHKPN di Instansi, harap
agar Unit Pengelola LHKPN terkait mengirimkan formulir asli ini kepada KPK dan menyimpan satu rangkap fotokopi
formulir sebagai arsip.
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1. Username dan Password merupakan kode yang bersifat rahasia dan kewenangan penggunaannya ada dan
melekat pada masing- masing Admin Instansi / Admin Unit Kerja. Username bersifat tetap dan tidak dapat
diubah kembali, sedangkan Password dapat diubah sesuai keinginan Admin Instansi / Admin Unit Kerja di
Aplikasi e-Registration LHKPN.

2. Admin Instansi / Admin Unit Kerja wajib mengamankan Password dengan cara:

a. tidak memberitahukan Password kepada orang lain

b. tidak mencatatkan Possword pada kertas atau media lainnya yang memungkinkan diketahui orang lain.
c. melakukan aktivasi dan mengganti Password sesegera mungkin setelah dikirimkan oleh KPK.

d. mengganti Password secara berkala.

3. Dalam hal Admin Instansi / Admin Unit Kerja mengetahui atau menduga Username dan Password telah
diketahui dan/atau disalahgunakan oleh orang lain yang tidak berwenang maka Admin Instansi / Admin Unit
Kerja wajib segera melakukan pengamanan dengan mengganti Password. Apabila karena suatu sebab Admin
Instansi / Admin Unit Kerja tidak dapat mengganti Password maka Admin Instansi / Admin Unit Kerja wajib
memberitahukan secara tertulis kepada KPK.

4. Sebelum diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 oleh KPK maka seluruh aktivitas
elektronik atas Username dan Password milik Admin Instansi / Admin Unit Kerja sepenuhnya menjadi
tanggung jawab Admin Instansi / Admin Unit Kerja.

1. Akses Aplikasi e-Registration LHKPN akan dihentikan oleh KPK apabila:
a. Admin Instansi / Admin Unit Kerja meninggal dunia;
b. Admin Instansi / Admin Unit Kerja berganti;
c.  Admin Instansi / Admin Unit Kerja tidak mengingat informasi Username, Password dan alamat email yang
didaftarkan;
d. diterimanya laporan tertulis dari Admin Instansi / Admin Unit Kerja mengenai dugaan atau diketahuinya
penggunaan Username dan Password oleh pihak lain yang tidak berwenang;
e. KPK melaksanakan suatu keharusan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
f. terdapat sebab-sebab lainnya dikarenakan kendala teknis.
2. Untuk melakukan aktivasi kembali, Admin Instansi / Admin Unit Kerja harus menghubungi Pengelola LHKPN di
lingkungan Instansi tempat Admin Instansi / Admin Unit Kerja berdinas atau KPK.

Pernyataan ini merupakan kebijakan KPK mengenai akses Admin Instansi / Admin Unit Kerja ke Aplikasi
e-Registration LHKPN. Penandatanganan Formulir ini dan penggunaan Aplikasi e-Registration LHKPN oleh Admin
Instansi / Admin Unit Kerja menunjukkan bahwa Admin Instansi / Admin Unit Kerja telah menerima dan
mengetahui pernyataan sebagaimana di bawah ini.

Tidak Ada Jaminan

Walaupun kehati-hatian telah diterapkan dalam menyiapkan informasi dan materi yang terkandung dalam Aplikasi
e-Registration LHKPN, namun informasi dan materi disampaikan kepada Admin Instansi / Admin Unit Kerja dalam
keadaan “sebagaimana adanya”, tanpa jaminan apapun, baik secara tegas atau tersirat, terutama tidak ada
pemberian jaminan atas tidak adanya pelanggaran keamanan, pelanggaran hak atau terbebas dari virus komputer.

Pengungkapan Informasi

KPK tidak akan mengungkapkan informasi dan/atau data mengenai Admin Instansi / Admin Unit Kerja selain untuk
kepentingan pengumuman harta kekayaan kepada publik dengan memperhatikan prinsip keterbukaan informasi
publik.

Pengaksesan Aplikasi e-Registration LHKPN dari Tautan Situs Lainnya
Apabila Admin Instansi / Admin Unit Kerja mengakses e-Registration LHKPN dari tautan (link) dalam situs lainnya
maka KPK tidak bertanggung jawab atas kebijakan hak pribadi (privacy policy) atau isi dari situs tersebut.

Komunikasi internet

KPK tidak bertanggung jawab dengan cara apapun atas setiap kerugian yang dialami oleh Admin Instansi / Admin
Unit Kerja, baik langsung maupun tidak langsung akibat komunikasi internet yang terhenti sementara yang
diakibatkan oleh transmisi terputus, transmisi tertunda dikarenakan lalu lintas Internet, transmisi data yang tidak
tepat sehubungan dengan sifat publik dari internet dan/atau alasan lainnya.

Aderen Instums. /
Adderrens Lindt Keews
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